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KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kemudahan sehingga
dapat tersusun penjelasan mengenai Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah
tentang pencabutan Peraturan Gubernur nomor 30 Tahun 2013 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 8 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan Panas Bumi di Provinsi Jawa Tengah. Pencabutan peraturan Gubernur
tersebut dirasa penting agar tidak terdapat disharmonisasi dengan peraturan -
peraturan diatasnya. Pencabutan peraturan tersebut juga tidak berdampak pada

adanya kekosongan peraturan terhadap perizinan maupun hal lainnya.

Penjelasan mengenai Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah ini memuat
mengenai latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penyusunan, pokok pikiran dan
materi muatan. Dalam penyusunannya Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah
ini mendasarkan pada Undang — undang nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah
dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang.

Penyusunan penjelasan sebelumnya mengenai Rancangan Peraturan Gubernur
Jawa Tengah tentang pencabutan Peraturan Gubernur nomor 30 Tahun 2013 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 8 Tahun 2010
tentang Pengelolaan Panas Bumi di Provinsi Jawa Tengah masih terdapat banyak
kekurangan dan kelemahan sehingga diperlukan saran dan masukan untuk
penyempurnaan penjelasan ini.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah
berperan sehingga penjelasan mengenai Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah

ini dapat tersusun.

Semarang, \5 Oktobec 20
Plh. KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINS] .[J\AWA TENGAH
Sekretaris
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A.

BAB |
PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Indonesia memiliki 356 titik potensi panas bumi yang tersebar hampir
diseluruh wilayah Indonesia dengan total sumber daya sebesar 23,36 GW
sedangkan di Provinsi Jawa Tengah memiliki 6 (enam) Wilayah Kerja Panas
Bumi (WKP) yaitu: Baturaden sebesar 220 MW, Guci sebesar 92 MW, Dieng
sebesar 280 MW, Umbul Telomoyo sebesar 72 MW, Ungaran sebesar 110 MW
dan Gunung Lawu sebesar 195 MW.

Pengusahaan Panas Bumi terdiri dari Pengusahaan Panas Bumi untuk
Pemanfaatan Langsung dan Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan
Tidak Langsung. Pengusahaan Panas Bumi Pemanfaatan Langsung yaitu:
kegiatan pengusahaan pemanfaatan Panas Bumi secara langsung tanpa
melakukan proses pengubahan dari energi panas dan/atau fluida menjadi jenis
energi lain untuk keperluan nonlistrik seperti: wisata, agrobisnis, industri dan
kegiatan lain yang menggunakan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung.
Adapun Pengusahaan Panas Bumi Pemanfaatan Tidak Langsung vyaitu:
kegiatan pengusahaan pemanfaatan Panas Bumi dengan melalui proses

pengubahan dari energi panas dan/atau fluida menjadi energi listrik.

Dalam rangka melaksanakan kewenangan di bidang pengelolaan panas
bumi, pada tanggal 21 Juli 2010 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah
menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2010
Tentang Pengelolaan Panas Bumi. Peraturan Daerah ini disusun untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun
2003 tentang Panas Bumi yang menyatakan perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Pengelolaan Panas Bumi di Provinsi Jawa Tengah. Dalam
rangka mengatur pelaksanaan kewenangan pengelolaan Panas Bumi ditetapkan
Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2010 Tentang
Pengelolaan Panas Bumi.

Adanya perubahan/ dinamika perundang-undangan ditingkat pusat
khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah dan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014
tentang Panas Bumi, disebutkan bahwa kewenangan penyelenggaraan Panas
bumi untuk pemanfaatan tidak langsung yang berada di seluruh wilayah
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Indonesia merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, oleh karena itu melalui
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2019 menyatakan
bahwa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2010 dicabut.

Selain itu, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang mengubah ketentuan
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi sehingga
berpengaruh  terhadap  kewenangan Pemerintah Provinsi  dalam
penyelenggaraan Panas Bumi, dimana kewenangan Pemerintah Provinsi dalam
penyelenggaraan pemanfaatan langsung Panas Bumi yang berada pada:

a. lintas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi, termasuk Kawasan

Hutan produksi dan Kawasan Hutan lindung; dan
b. wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai ke arah

laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.

Dicabutnya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2010
Tentang Pengelolaan Panas Bumi dan dengan diundangkannya Undang-
Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang, belum diikuti dengan pencabutan Peraturan Gubernur Nomor
30 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Tengah Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Panas Bumi secara
substansinya sudah tidak relevan dan tidak sesuai dengan peraturan perundang
— undangan diatasnya sehingga Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2013
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor
8 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Panas Bumi perlu dilakukan pencabutan.

IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat diidentifikasi masalah yang

ditemukan yaitu:

1. Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2010 sudah
mengalami disharmonisasi dengan dinamika Peraturan perundang-
undangan ditingkat pusat dimana kewenangan penyelenggaraan panas bumi
untuk pemanfaatan tidak langsung merupakan kewenangan Pemerintah
Pusat.

2. Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan pemanfaatan
langsung panas Bumi yang berada pada: lintas wilayah kabupaten/kota
dalam satu provinsi, termasuk Kawasan Hutan produksi dan Kawasan Hutan



lindung; dan wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil diukur dari garis
pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2010 Tentang
Pengelolaan Panas Bumi yang dijadikan dasar pembentukan Peraturan
Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2013 telah dicabut dengan
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2019 tentang

Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

C. TUJUAN PENYUSUNAN

Adapun tujuan penyusunan Peraturan Gubernur ini adalah untuk mencabut

Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2010 yang telah

mengalami disharmonisasi dengan dinamika Peraturan perundang-undangan

ditingkat pusat.

D. DASAR HUKUM

1

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4746),

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 300,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5609);,

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6637),
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10.

Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 43);
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomor 104),

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 05 Tahun 2021
tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Energi dan Sumber Daya
Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 318);
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Rencana
Umum Energi Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2021 Nomor 17).



BAB I
POKOK PIKIRAN

Penyelenggaraan kegiatan pengusahaan panas bumi saat ini

berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja. Terbitnya regulasi tersebut

berdampak pada adanya disharmonisasi peraturan dengan mempertimbangkan

beberapa hal sebagai berikut:

1.

Berdasarkan Undang — undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah lampiran CC Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan
Sumber Daya Mineral Sub Urusan Energi Baru Terbarukan yang menjadi
kewenangan Pemerintah Provinsi yaitu penerbitan izin pemanfaatan langsung
panas bumi lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, mengatur
bahwa kewenangan penyelenggaraan Panas Bumi oleh Pemerintah Provinsi
hanya dilakukan untuk pemanfaatan langsung yang berada pada lintas wilayah
Kabupaten/ Kota dalam satu Provinsi termasuk kawasan hutan produksi dan
kawasan hutan lindung dan wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil diukur
dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2010 Tentang
Pengelolaan Panas Bumi yang dijadikan dasar pembentukan Peraturan
Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2013 juga telah dicabut dengan
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2019 tentang

Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dipandang perlu untuk dilakukan

pencabutan regulasi Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2013 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2010 karena

secara substansi sudah tidak relevan dan tidak sesuai dengan Peraturan perundang

— undangan diatasnya.






